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PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyelesaian melalui Instansi Kantor Pertanahan (BPN), dilakukan
melalui langkah-langkah : a) Adanya pengaduan, b) Penelitian dan
pengumpulan data, c¢) Pencegahan (mutasi), d) Musyawarah, e)
Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang
Pertanahan oleh Kepala BPN.

Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah mengambil
langkah-langkah berikut untuk menghilangkan kemungkinan sertipikat ganda
di masa depan:. (1) melaksanakan program Pengadaan Peta Pendaftaran
Tanah; (2) menerbitkan proses pendaftaran tanah; dan (3) menerbitkan
administrasi pertanahan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut :

Untuk mencegah terjadinya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah di
kemudian hari yang perlu di perhatikan terlebih dahulu adalah tentang
faktor-faktor penyebab munculnya sertikat ganda, dimana faktor-faktor
tersebut harus diperbaiki, misalnya dalam pendaftaran tanah, sebelum

diproses atau diukur, harus diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah
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untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar

(bersertipikat) atau belum di Kantor Pertanahan.
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